s
BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 020 /V.02/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Menimbang

Mengingat

PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

TAHUN ANGGARAN 2022
BUPATI PESAWARAN,

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan
pertanggungjawaban pengelolaan Barang Milik Daerah
Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 pada
Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran dipandang perlu
menetapkan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah
Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022;

bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4749);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 123 Tahun 2010);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6523).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten
Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89),;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021
Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pesawaran Nomor 96);

Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 103 Tahun 2016 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita
Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 123);

Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta



Menetapkan

KESATU

KETIGA

KELIMA

Tata Kerja Badan Pengeioiaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran
Tahun 2022 Nomor 492);

13. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 53 Tahun 2021 tentang
Perjabaran  Anggaran Pendapaian dan DBelanja Daeral
Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 480);

MEMUTUSKAN:

Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Pesawaran
Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
II dan III Keputusan ini.

Pejabat Pengeiola Barang Miiik Daerah sebagaimana dimaksud
pada diktum kesatu adalah sebagai berikut:

Pengurus Barang Pengelola

. Pejabat Penatausahaan Barang

Pengurus Barang Pembantu

. Kuasa Pengguna Barang

Pengurus Barang Pengguna

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
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Pengguna Barang.

Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum
dalam Lampiran [ Keputusan ini.

Segala biaya yang timbui akibat ditetapkannya Keputusan Bupati
ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten
Pesawaran Tahun Anggaran 2022.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 4 januari 2022
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN

NOMOR 2¢/v,02/wx /2022

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN
ANGGARAN 2022

TUGAS PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN

PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pengurus Barang Pengelola mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a.

g
=

Membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan
dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada pejabat
penatausahaan barang.

. Membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan

dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang
milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang.

. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan

pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan
Bupati.

. Meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan

penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh
Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan,
pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.

. Menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau

bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui
Pengelola Barang.

Menyiapkan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah.

Menyiapkan salinan dokumen laporan barang pengguna/Kuasa Pengguna
Barang.

. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Barang Milik Daerah, dan

Merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan
tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan Penyusunan
Laporan Barang Milik Daerah.

Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua
mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a.

Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam
penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada pengelola
barang.

.Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam

penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik
daerah kepada pengelola barang.

. Memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pengajuan usul

pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memeriukan
persetujuan Bupati.

. Memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur

pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan
barang milik daerah.
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h.

Memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan

pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati
atau DPRD.

Membantu pengelola barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi
barang milik daerah.

. Melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau

bangunan yang telah diserahkan dari pengguna barang yang tidak
dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati
Pesawaran melalui pengelola barang, serta barang milik daerah, dan

Menyusun laporan barang milik daerah.

Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua
mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a.

b.

Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik
daerah.

Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang
milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang
sah.

Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah.

Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa
Pengguna Barang.

Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain
tanah dan/atau bangunan.

Menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk Kkepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang
tidak dimanfaatkan pihak lain.

Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan
barang milik daerah.

Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.

Menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan
barang.

Mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna
Barang.

Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Barang (SPB) yang
dituangkan dalam berita acara penyerahan barang.

Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan.
Memberi label barang milik daerah.

Mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan
Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi
fisik barang milik daerah dan pengecekan fisik barang.

Melakukan stock opname barang persediaan.

Menyimpan dokumen antara lain : fotokopi/salinan dokumen kepemilikan
barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen
penatausahaan.
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V.

q.

Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa
Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah.

Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada
Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna,
dan

Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung
dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan
penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas
kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan
pada APBD.

Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua
mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a.

b.

Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah
bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang
diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.

Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada
dalam penguasaannya.

Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
yang dipimpinnya.

Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya.

Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik
daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan
persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan.

Menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang
tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak
lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.

Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan
barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya, dan

Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan
laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya
kepada Pengelola Barang.

Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua
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mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a.

b.

Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah
bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang
diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.

Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada
dalam penguasaannya.
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Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya

untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
yang dipimpinnya.

Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya.

Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik
daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan

persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan.

Menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang
tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak
lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang. Mengajukan usul
pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.

Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan
barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya, dan

Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan
laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya
kepada Pengelola Barang.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum
Kedua mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a.

I

Qs

Menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah
pada pengguna barang.

Meneliti usulan permohonan dan penetapan status penggunaan barang
yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.

Meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang
dilaksanakan oleh pengurus barang dan/atau pengurus barang pembantu.

Menyusun pengajuan usulan pemanfataan dan pemindahtanganan barang
milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan
persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan.

Mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang dan sedang tidak
dimanfaatkan oleh pihak lain.

Menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.

Meneliti laopran barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh
pengurus barang dan/atau pengurus barang pembantu.

Memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan
menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk
mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan.

Meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester
dan setiap tahun.

Melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas
perubahan kondisi fisik barang milik daerah, dan

Meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh
Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.
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Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada dikium Kedua mempunyai
tugas dan fungsi sebagai berikut:

a.

h
.

=

Menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah
pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
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daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.
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Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada
dalam penguasaannya.

Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannva
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
yang dipimpinnya.

Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya.

Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik
daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan
persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan.

Menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang
tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak
lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.

Meiakukan pembinaan, pengawasan dan pengendaiian aitas penggunaan
barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya, dan
Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan

laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya
kepada Pengelola Barang.
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TAHUN ANGGARAN 2022

Pengelola Barang Kabupaten

Pejabat Penatausahaan Barang
Kabupaten
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Kabupaten
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Barang engelola

Pembantu Pengurus
Barang Pengelola Kabupaten
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